BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

'PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat |

DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

‘dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubunéan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rancangan |

Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaraﬁ

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar f Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 185);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara = Republik
_ Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dlubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

‘Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Républik ‘

~ Indonesia Nomor 5679);
o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ‘Nega.ra

’ ,Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo‘rr7 7 Tahun 2020
‘tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuahgan Daerah
‘(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
781 | |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita -

'Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang

| Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembafan Daerah

‘Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Ménctapkén i

BUPATI PARIGI MOUTONG

' MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG - PERUBAHAN
T ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 ‘ ‘



ber1kut

: 1. Pendapatan Daerah
- - 2. BelanJa Daerah

| Surplus/ (Difisit)
|

3. Pemb1ayaan Daerah

a.

: pe]nenmaan

: ’p’engejluaran o

Pemblayaan Netto

: ~ Sisa Leblh Pembiayaan Anggaran :

Tahun Berkenanan

Pasal 2

| Pasal 1 ’ Ee
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai

',1.714.890.833.572,00 |

‘Rp.

'R/p.,r 1.806.579.395.716,00 (-)
Rp.  (91.688.562.144,00)

Rp.  92.688.562.144,00

Rp. 1.000.000.000,00
Rp.  91.688.562.144,00 ()
Rp. T 000

(1) Pendapatan Daerah sebagmmana dimaksud dalam Pasal 1 terd1r1 dari :

b

pendapatan Asli Daerah sejumlah
pendapatan Transfer sejumlah

pendapatan Lain-lain daerah yang sah

~ Rp.
- Rp.

Rp.

137. 185 456.001,00

1.574. 657 477. 571,00

3. 047 900.000, 00

(2) Pendapatan asli daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ; humf a

terdln dan jenis pendapatan

a.
b.

c.

paJak daerah sejumlah
retnbus1 daerah sejumlah

d1p1sahkan sejumlah

' sejumlah

thas11 pengelolaan kekayaan daerah yang

. 1a1n—la1n pendapatan ash daerah yang sah

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

19.573.000.000,00

14.302.391.813,00

~ 7.308.124.019,00

96,001‘.940.1‘69,00

(3) Pendapatan Transfer sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terdln

dari j Jems pendapatan :

- a.

b,

pendapatan Tra_nsfer Pemermtah Pusat

Se_]umlah '
pendapatan Transfer Antar Daerah

i Sejumlah , , s :
e (4) Pendapatan La1n-1a1n daerah" yang sah sebagalmana d1maksud pada ayat
(1) huruf c terdm darij Jems Pendapatan

@;a.

B pendapatan H1bah

Rp.

‘Rp.‘ E

1;504;859.678.000,00

76'9.7977.79'9‘.571,00

3.047.900.000,00



Pasal 3

(1) BelanJa Opera31 sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdln dari

© oo TP

@)

jenis belan_]a £ o ,
: belanja Pegawa1 Sejumlah ‘ Rp. 663.448.268.427 ,00

belanja Barang dan Jasa Sejumlah ~ Rp. 498.171.811.842,00
belanja Bunga Sejumlah ~_ Rp.  600.000.000,00
belanja Hibah Sejumlah ~ Rp. 78.511.447.412,00
' belanja Bantuan Sosial Sejumlah o Rp. 2.968.377 .000,00

Belanja Moda.l sebagalma_na dlmaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

- jenis belanja

@

w

a. belan_]a Modal Tanah Sejumlah - Rp. 500.010.000,00

b, belanja Modal Peralatan dan Mesin " Rp. 88.721.660.548,00
SeJumlah | 7 ' | 7 ' :

c. 'belanJa Modal Gedung dan Bangunan i3 Rp. 49.250.142.400,00

. Sejumlah R |
4. belanja Modal Jalan, Janngan dan Irlgas1 Rp. 86.002.349.684,00

: ,‘Se_]umlah ‘ ; o | ’
€. r_belanJa Modal Aset Tetap Lalnnya Rp. : 1.589.930.000,00 ,
| »Sejumlah | | |

5 Tldak Ierduga sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terd1r1 darl

 jenis l?elanja

, belanJa'Tldak Terduga Sejumlah S Rp : 9.250.001.000,00

Belanja tra.nsfer sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja

a. - belanja Bagl Hasil Se_]umlah : Rp. ' 2.652.997.431,00

- b, belanJa Bantuan Keuangan SeJumlah Rp. 324.832.399.972,{00
|  Pasal4
Pemblayaan Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terdm dari :

v a. penenmaan pembiayaan sejumlah ~ Rp. 92.688. 562 144, 00
b. pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000.000, 00
: /Penenmaan sebagaimana d1maksud pada ayat (1) huruf a terd1r1 dar1 Jems
- pemblayaan , - , i ~
. penerlmaan pemblayaan sejumlah Wi ‘ Rp  91.688.562. 144 00

Pengeluaran sebagaimana dunaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

i _]ems pemblayaan




1.
2 penllbayaran Clcﬂan Pokok Utang yang
Jatuh Tempo ‘

Penyertaan modal daerah - Rp.

0,00
“Rp.~ 1.000.000.000,00

" Pasal 5

' Uraian 1eb1h lanJut Anggaran Pendapata_n dan BelanJa Daerah sebagalmana

* dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian
tidak terplsahkan dari Peraturan Daerah i ini, terdiri dari : :

1.

2.

Lamp;ran I

Lampirah II

| Lamplran III

Lampiran IV

Lamplran A" ’

' Lamp1ran VI

Lamp1ran VII

Lampiran VIII

10.

11,
- 12,
13.

14.

Lampiran X -

Lampiran XII
" Lampiran XIII

Lamplfan Xiv o

3 Rincian .Rancangan APBD menurut

Lampiran IX

Ringkasan Rancangan APBD. , , :
ngkasan Rancangan APBD yang d1kla31ﬁka31
menurut urusan pemermtahan E daerah dan
organisasi. \' ‘ e
urusan
pemerlntahan daerah, orgamsa81, pendapatan,
béianja dan pembiayaan. '

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan ‘beserta
hasil dan sub kegiatan besertakeluaran. ,
Rekapltula31 belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemenntahan daerah dan
fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara. : el :
Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM. |
Sinkronisasi program pada RPJMD dengan
rancangan APBD

Sinkronisasi program, keglatan dan sub keglatan

 pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan

daerah tentang Rancangan APBD.
Slkromsa31 program prioritas nasional dengan
program pnontas daerah '

Daftar jumlah pegawa1 per golongan dan per

i ]abatan

Daftar p1utang daerah

: Daftar penyertaan modal (mvesta31) daerah

Daftar ,perlqraan ,penambahanr dan pengurangan
aset lainya '

Daftar realisasi pehambahan dan pengurangan aset



15.
16.

7.
18

@

@

tetap daerah

'Larnplran XIviI Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
o ' "belum dlreahsa31kan dan dlanggarkan kembah di
Lamp1ran XIV.II"; . Daftar kegiatan tahun anggaran 's'ebelumnya*yang

belum direalisasikan dan dianggarkan kembali

dalam tahun anggaran ini.

Lam1ranXVI . Daftar dana cadangan.
Lamplran XVII  : Daftar pinjaman daerah.

i
R
{

" Pasal 6

’ (1) k Dalam kcadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemeﬁntah’Kabupaten.
‘ Parigi  Moutong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
- anggarannya, sedangkan bila dilakukan setelah perubahan APBD agar

dlcantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran

Keadaa_n darurat sebaga_tmana dimaksud pada ayat (1) sékurang—

: kurangnya memenuhi krlterla sebaga1 berikut :

a. ,bukan merupakan keglatan normal dar1 akt1v1tas pemerlntah daerah
o dan t1dak dapat diprediksi sebelumnya, T

' b. tldak diharapkan terjadl ulang,

berada diluar kendali dan pengaruh pemenntah daerah dan
d. mermhk1 dampak yang 31gn1ﬁkan terhadap anggaran dalam rangka

0 pemuhhan yang d1sebabkan oleh keadaan darurat.
'Kntena belanja untuk keperluan mendesak sebagalmana dlmaksud pada

) 'ayat (1) mencakup

a. program dan keglatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
'belum tersedla atau tidak cukup tersedla dalam tahun anggaran
: berjalan, e

b, program dan kegiatan DAK dan/ atau spes1ﬁk grant lamnya yang

- bersumber darl transfer ke daerah dalam APBN;

& c : keperluan mendesak lamnya yang apablla ditunda akan menimbulkan

o keruglan yang lebih besar bag1 Pemenntah Daerah : dan’
= masyarakat | |
| Pasal 7

‘,Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya

5 fsebagalmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menggunakan
; ,belanja tidak terduga. S :




@

Krltena belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dlmaksud

‘ rpada ayat (1) mencakup :

o

a. bencana alam;

b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/ pandeml ,

c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemenntah
- daerah - yang dapat mengancam stabmtas penyelenggaraan
pemermtahan daerah e D

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukup1 untuk memb1aya1 |

' kntena belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dﬂakukan-

dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjualan ulang capalan target klnerja'

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, :

; b. memanfaatkan uang kas yang tersedla t

Pasal 8

',-Pendanaan keadaan darurat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

() dapat dilakukan dengan menggunakan belanja ‘tidak terduga secara

‘langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga

4 menjadl belanja langsung yang berbentuk program dan keglatan pada‘

' Perangkat Daerah teknis.

@

-Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung

sebagannana dimaksud pada ayat (1) terleblh dahulu dltetapkan dengan

E L Keputusan Bupati.
N

Pelaksanaan ‘pengeluaran belanJa tidak terduga dengan cara melakukan
pergeseran dari belanja tldak ‘terduga menJadl belanja langsung yang
berbentuk program dan keg1atan pada Perangkat Daerah tekms terleblh
dahulu dltetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan

SR Bupa'a tentang APBD / Perubahan APBD
@
| -APBD? dlusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan

Pelaksanaan penanganan darurat yang dllakukan sebelum perubahan

dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah ;

,sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD agar. dlcantumkan‘

dalam Laporan Realisasi Anggaran




Pasal 9

: Bup‘a‘ti‘ m=~netapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan_

T _ dan Belanja Daerah sebaga1 landasan operasmnal pelaksanaan Anggaran, -

at Pendapatan dan BelanJa Daerah

Pasal 10

- 7Peraturan Daerah ini mula1 berlaku pada tanggal d1undangkan

- agar setlap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan e

‘Da.erah,ml dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parlgl; R

~ Moutong.
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Lampiran |

Moutong

Nomor

Tanggal

: Peraturan Daerah Kabupaten Parigi

KABUPATEN PARIGI MOUTONG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
4 | PENDAPATAN DAERAH
4.1 ?:E;APATAN ASLI DAERAH 142.315.008.285 137.185.456.001 (5.129.552.284)| 4%
4.1.01 Pajak Daerah 16.102.000.000 19.573.000.000 3.471.000.000| 22 %
4102 Retribusi Daerah 9.070.910.460 14.302.391.813 5231481353| 58%
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan 5.067.381.987 7.308.124.019 2240742.032| 44 %
Daerah yang Dipisahkan
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 112.074.715.838 96.001.940.169 (16.072.775.669)| 14 %
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.558.728.894.447 1.574.657.477.571 15.928.583.124| 1%
4201 Pendapatan Transfer 1.504.859.678.000 1.504.859.678.000 o 0%
Pemerintah Pusat
42.02 PDear:::fata” Transfer Antar 53.869.216.447 69.797.799.571 15.928.583.124| 30 %
LAIN-LAIN PENDAPATAN .
43 DAERAH YANG SAH 3.019.900.000 3.047.900.000 28.000.000| 1%
4301 Pendapatan Hibah 3.019.900.000 3.047.900.000 28000000 1%
Jumlah Pendapatan 1.704.063.802.732 1.714.890.833.572 10.827.030.840| 1%
5  |BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 1.201.780.034.868 1.243.779.904.681 41.999.869.813| 3%
5.1.01 Belanja Pegawai 620.118.763.661 663.486.847.029 43368083.368| 7%
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 499.756.632.229 498.173.233.240 (1.583.398.989) 0 %
5.1.03 Belanja Bunga 600.000.000 600.000.000 ol 0%
5.1.05 Belanja Hibah 78.336.261.978 78.551.447.412 215.185434| 0%
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.968.377.000 2.968.377.000 ol 0%
5.2 BELANJA MODAL 217.922.429.553 226.064.092.632 8.141.663.079| 4%
5.2.01 Belanja Modal Tanah 500.010.000 500.010.000 0 0%
5.2.02 E/leii”r:a Modal Peralatan dan 78.272.348.843 88.721.660.548 10449311705 13 %
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan 50.798.834.271 49.250.142.400 (1548691.871)| 3%
Bangunan
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, 86.481.272.139 86.002.349.684 (478.922.455)| 1%
dan Irigasi
5.2.05 E:I'::; Modal Aset Tetap 1.869.964.300 1.589.930.000 (280.034.300)| 15 %
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https://parigimoutongkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?N3M/gh...

Lampiran |

Moutong

Nomor

Tanggal

: Peraturan Daerah Kabupaten Parigi

KABUPATEN PARIGI MOUTONG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000 9.250.001.000 (749.999.000) 7%
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 9.250.001.000 (749.999.000) 7%
5.4 BELANJA TRANSFER 302.634.949.767 327.485.397.403 24.850.447.636 8%
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.652.997.431 2.652.997.431 0 0%
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 299.981.952.336 324.832.399.972 24.850.447.636 8 %
Jumlah Belanja 1.732.337.414.188 1.806.579.395.716 74.241.981.528 1%
Total Surplus/(Defisit) (28.273.611.456) (91.688.562.144) (63.414.950.688) | -224 %
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 34.273.611.456 92.688.562.144 58.414.950.688| 170 %
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan 34.273.611.456 92.688.562.144 58.414.950.688| 170 %
Anggaran Tahun Sebelumnya
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 34.273.611.456 92.688.562.144 58.414.950.688| 170 %
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.000.000.000 1.000.000.000 (5.000.000.000)| 83 %
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000 0 (5.000.000.000)| 100 %
6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok 1.000.000.000 1.000.000.000 o 0%
Utang yang Jatuh Tempo

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.000.000.000 1.000.000.000 (5.000.000.000)| 83 %
Pembiayaan Netto 28.273.611.456 91.688.562.144 63.414.950.688 | 224 %
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran o
6.3 Daerah Tahun Berkenaan © 0 0| 100%

Bupati Parigi Moutong

SAMSURIZAL
TOMBOLOTUTU
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